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Tentang
Surat Dakwaan Yang Dinyatakan Batal Demi Hukum

Pemohon : Umar Husni

Jenis Perkara : Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana (KUHAP) terhadap Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)

Pokok Perkara . Pengujian Pasal 143 ayat (3) KUHAP terhadap Pasal 1 ayat (3)
dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945
Amar Putusan . 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;

2. Menyatakan frasa “batal demi hukum” dalam ketentuan norma
Pasal 143 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia, Tahun 1981, Nomor 3209), bertentangan dengan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara
bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Terhadap surat dakwaan
jaksa penuntut umum yang telah dinyatakan batal atau batal
demi hukum oleh hakim dapat diperbaiki dan diajukan kembali
dalam persidangan sebanyak 1 (satu) kali, dan apabila masih
diajukan keberatan oleh terdakwa/penasihat hukum, hakim
langsung memeriksa, mempertimbangkan, dan memutusnya
bersama-sama dengan materi pokok perkara dalam putusan
akhir”;

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara
Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Tanggal Putusan . Senin, 31 Oktober 2022
Ikhtisar Putusan

Pemohon adalah adalah perseorangan Warga Negara Indonesia yang pernah
didakwa sebanyak 3 (tiga) kali oleh Kejaksaan Negeri Puwokerto di Pengadilan Negeri (PN)
Purwokerto dan terhadap ketiga dakwaan tersebut telah terdapat 6 (enam) putusan.
Pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya ketentuan Pasal 143
ayat (3) KUHAP, karena belum adanya penfasiran terhadap frasa “batal demi hukum” dalam
Pasal 143 ayat (3) KUHAP.

Bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi (Mahkamah), oleh karena
yang dimohonkan pengujian adalah undang-undang in casu KUHAP terhadap UUD 1945,
maka Mahkamah berwenang untuk mengadilli permohonan a quo.

Bahwa berkenaan dengan kedudukan hukum sebagai perseorangan warga negara



Indonesia yang merupakan terdakwa yang telah 3 (tiga) kali didakwa oleh oleh Kejaksaan
Negeri Puwokerto di Pengadilan Negeri (PN) Purwokerto yakni dakwaan pertama tanggal 12
Februari 2020, dakwaan kedua tanggal 31 Agustus 2020, dan dakwaan ketiga tanggal 25
Oktober 2021 dan terhadap ketiga dakwaan tersebut telah terdapat 6 (enam) putusan yaitu,
3 (tiga) putusan PN Purwokerto yang menyatakan dakwaan batal demi hukum dan 3 (tiga)
putusan Pengadilan Tinggi (PT) Semarang yang menguatkan putusan PN Purwokerto yang
menyatakan dakwaan batal demi hukum. Dengan adanya 6 (enam) putusan tersebut tidak
menutup kemungkinan akan terdapat perbaikan dakwaan selanjutnya, yaitu dakwaan
keempat, kelima, dan seterusnya. Hal tersebut terjadi karena belum adanya penafsiran
terhadap arti batal demi hukum dalam Pasal 143 ayat (3) KUHAP, sehingga menyebabkan
perkara yang dialami Pemohon terus kembali berulang-ulang tanpa adanya titik terang
penyelesaian dan kepastian hukum, selain itu jaksa penuntut umum tidak memiliki batasan
berapa kali dapat mengajukan perbaikan atas surat dakwaan yang dinyatakan batal demi
hukum, sehingga jaksa penuntut umum memiliki kewenangan yang bersifat tidak terbatas
dalam mengajukan perbaikan surat dakwaan yang telah dinyatakan batal demi hukum.

Bahwa Pemohon telah cukup jelas dalam menguraikan anggapan kerugian hak
konstitusional yang secara spesifik hak konstitusionalnya tersebut menurut Pemohon
potensial dirugikan dengan berlakunya Pasal 143 ayat (3) KUHAP. Di samping itu, Pemohon
telah dapat menjelaskan adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara anggapan
kerugian yang dimaksudkan dengan berlakunya norma Pasal yang dimohonkan penguijian.
Oleh karena itu, jika permohonannya dikabulkan potensi kerugian sebagaimana dimaksud
oleh Pemohon tidak akan terjadi. Dengan demikian, terlepas dari ada atau tidaknya
persoalan konstitusionalitas norma yang didalilkan oleh Pemohon, Mahkamah berpendapat
Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan
a quo.

Berkenaan dengan pokok permohonan, Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa
secara sepintas ketentuan Pasal 143 ayat (3) KUHAP terlihat jelas, nhamun dalam praktiknya
telah menimbulkan pengertian yang sifatnya multitafsir dan melanggar asas lex certa serta
asas lex stricta sebagai asas umum dalam pembentukan perundang-undangan pidana, dan
ketentuan yang bersifat multitafsir mengakibatkan ketidakpastian hukum. Adapun kejadian
yang dialami oleh Pemohon juga menimpa 8 (delapan) terdakwa lainnya. Hal ini dikarenakan
tidak jelasnya pengertian dan tafsir frasa “batal demi hukum” yang terdapat dalam Pasal 143
ayat (3) KUHAP, elastisitas norma itu digunakan secara sewenang-wenang oleh negara dan
seluruh aspeknya, sehingga telah merugikan Pemohon yang telah didakwa berkali-kali untuk
hal yang sama. Tanpa adanya penafsiran terhadap frasa “batal demi hukum” dalam Pasal
143 ayat (3) KUHAP maka akan mengakibatkan warga negara yang statusnya sebagai
terdakwa, perkaranya akan menggantung tanpa adanya tindak lanjut dari jaksa penuntut
umum, sehingga norma a quo telah membelenggu kepastian hukum, serta keadilan yang
dijamin oleh Konstitusi kepada seluruh warga negara tanpa terkecuali.

Bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan
Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak dalam mengajukan permohonan a
guo, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Bahwa setelah Mahkamah membaca secara saksama permohonan Pemohon beserta
bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, keterangan ahli dan saksi yang diajukan oleh
Pemohon, serta kesimpulan Pemohon, keterangan DPR, keterangan Presiden, keterangan
Pihak Terkait Kejaksaan Agung, keterangan ahli dan saksi yang diajukan oleh Pihak Terkait
Jaksa Agung, serta kesimpulan Pihak Terkait Jaksa Agung dan keterangan Pihak Terkait
Mahkamah Agung, Mahkamah mempertimbangkan yang pada pokoknya vyaitu, surat
dakwaan merupakan sebuah akta yang dibuat oleh jaksa penuntut umum yang berisikan
perumusan atau alur kejadian suatu tindak pidana yang didakwakan kepada seseorang atau
beberapa orang terdakwa berdasarkan kesimpulan dari hasil penyidikan, maka surat
dakwaan tersebut adalah merupakan instrumen yang hanya secara eksklusif memberikan
hak dan kewenangan kepada jaksa penuntut umum berdasarkan atas asas oportunitas,
sebagai wakil dari negara untuk melakukan suatu penuntutan kepada seseorang yang

2



diduga telah melakukan tindak pidana. Berkaitan dengan syarat-syarat surat dakwaan,
berdasarkan ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHAP, surat dakwaan harus memenuhi syarat-
syarat dalam pembuatan surat dakwaan, baik secara formil maupun materiil. Apabila
dicermati secara saksama salah satu syarat utama dalam penyusunan surat dakwaan
adalah adanya uraian secara cermat yang mengandung arti adanya sifat imperatif berupa
ketelitian jaksa penuntut umum dalam mempersiapkan surat dakwaan yang akan diterapkan
bagi terdakwa. Sebab, surat dakwaan merupakan dasar untuk melakukan pemeriksaan bagi
seorang terdakwa dalam persidangan yang kebenarannya akan dibuktikan berdasarkan alat-
alat bukti yang diajukan untuk selanjutnya hasil pembuktian dalam persidangan tersebut
dijadikan dasar untuk menjatuhkan putusan bagi hakim apakah akan terbukti atau tidaknya
kesalahan terdakwa. Oleh karena itu, surat dakwaan menjadi syarat yang fundamental untuk
dapat atau tidaknya seseorang dipersalahkan karena telah melakukan tindak pidana dan
selanjutnya dijatuhi pidana yang salah satunya berupa perampasan kemerdekaan
seseorang. Kata “cermat” pada awal rumusan norma Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP,
secara filosofis dapat dipahami bahwa pembuat undang-undang menghendaki agar jaksa
penuntut umum dalam membuat surat dakwaan harus dilakukan dengan hati-hati dan teliti.
Adapun surat dakwaan yang tidak memenuhi persyaratan, baik formil maupun materiil,
berakibat dapat dibatalkan bahkan batal demi hukum [vide Pasal 143 ayat (2) KUHAP].

Berkaitan dengan putusan yang menyatakan surat dakwaan batal atau batal demi
hukum sama sekali belum mempertimbangkan materi pokok perkara sehingga terhadap
putusan tersebut belum melekat unsur nebis in idem [vide Pasal 76 Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana (KUHP)]. Oleh karena itu, selain jaksa penuntut umum dapat mengajukan
upaya hukum perlawanan kepada pengadilan tinggi atas putusan pengadilan negeri yang
menyatakan batal atau batal demi hukum surat dakwaan, jaksa penuntut umum masih
berwenang juga untuk mengajukan lagi atas perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan
sidang pengadilan dengan jalan mengganti surat dakwaan yang lama dan mengajukan surat
dakwaan baru yang telah diperbaiki dan disempurnakan sedemikian rupa sehingga benar-
benar memenuhi syarat surat dakwaan yang ditentukan Pasal 143 ayat (2) KUHAP.
Selanjutnya, atas surat dakwaan baru yang diajukan tersebut, pengadilan memeriksa dan
memutus perkara pidana yang didakwakan kepada diri terdakwa. Dengan demikian,
sesungguhnya putusan pengadilan yang menyatakan dakwaan batal atau batal demi hukum,
secara yuridis tidak menghilangkan kewenangan jaksa penuntut umum untuk mengajukan
terdakwa kembali ke pemeriksaan sidang pengadilan. Namun, yang menjadi persoalan
krusial selanjutnya adalah tidak terdapatnya jangka waktu kapan surat dakwaan tersebut
diperbaiki dan berapa kali surat dakwaan tersebut dapat diperbaiki serta berapa kali pula
hakim dapat menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum batal atau batal demi hukum.
Dengan demikian, tanpa kejelasan status dan batasan waktu kapan perkaranya akan selesai
hal tersebut menjadikan terdakwa dan/atau korban tindak pidana dapat kehilangan hak
konstitusionalnya karena dalam ketidakpastian dan ketidakadilan hukum.

Bahwa ketidakjelasan mengenai berapa kali perbaikan surat dakwaan dapat dilakukan
untuk mengajukan kembali terdakwa di persidangan dan batasan berapa kali hakim dapat
menjatuhkan putusan sela, menjadikan status terdakwa dan perlindungan hak korban tindak
pidana menjadi persoalan yang harus dijawab dan diantisipasi oleh Mahkamah agar
diperoleh adanya kepastian dan keadilan hukum bagi terdakwa dan korban tindak pidana
serta kepentingan umum. Dengan demikian, cukup beralasan apabila Mahkamah
memberikan batasan mengenai berapa kali jaksa penuntut umum dapat mengajukan
perbaikan surat dakwaan sehingga terdakwa dapat diajukan kembali pada sidang
pengadilan dan berapa kali pula hakim dapat menjatuhkan putusan sela atas surat dakwaan
yang diajukan keberatan oleh terdakwa/penasihat hukum. Sejalan dengan pentingnya
pembatasan-pembatasan dimaksud, hal tersebut tidak dapat dipisahkan dari kewenangan
hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana, di mana sesungguhnya juga melekat
kewenangan untuk dapat mempertimbangkan keterpenuhan syarat suatu surat dakwaan,
baik secara formil maupun materiil serta dakwaan yang dinilai kabur secara ex-officio dapat
dipertimbangkan bersama-sama dengan materi pokok perkara. Namun demikian hal tersebut



dapat dikecualikan apabila terhadap perkara pidana yang bersangkutan diajukan keberatan
(eksepsi) berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (1) KUHAP, baik adanya keberatan dari
terdakwa/penasihat hukum karena pengadilan tidak berwenang mengadili perkara yang
bersangkutan, dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka
hakim dapat menerima ataupun menjatuhkan putusan bersama-sama dengan putusan akhir
setelah pemeriksaan materi pokok perkara selesai [vide Pasal 156 ayat (2) KUHAP].
Berpijak dari ketentuan norma Pasal 156 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP tersebut, apabila
dicermati secara saksama, sesungguhnya tidak ada keharusan bagi hakim untuk
menjatuhkan putusan sela pada setiap adanya keberatan (eksepsi) dari terdakwa/penasihat
hukum berkaitan dengan pengadilan tidak berwenang mengadili perkara yang bersangkutan,
surat dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, sebagaimana yang
ditentukan dalam Pasal 156 ayat (1) KUHAP. Dengan demikian, menurut Mahkamabh, oleh
karena ketentuan norma Pasal 156 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP a quo tidak bersifat
imperatif atau opsional, maka demi terciptanya kepastian dan keadilan hukum bagi terdakwa
dan korban pelaku tindak pidana dan juga kepentingan umum, eksistensi Pasal a quo
menjadi alasan fundamental untuk dilakukannya pembatasan atas surat dakwaan yang
dapat diperbaiki dan dapat diajukannya kembali terdakwa di persidangan secara berulang-
ulang. Di samping itu, juga bagi hakim di dalam menjatuhkan putusan sela atas adanya
keberatan dari terdakwa/penasihat hukum berkaitan dengan pengadilan tidak berwenang
mengadili perkara yang bersangkutan, dakwaan tidak dapat diterima atau dakwaan harus
dibatalkan. Selain itu, oleh karena sesungguhnya kesempatan untuk mengajukan keberatan
atas surat dakwaan jaksa penuntut umum hanyalah hak dan bukan kewajiban, maka
sejatinya adanya pembatasan atas perbaikan surat dakwaan yang disebabkan batal atau
batal demi hukum dan pembatasan hakim dalam menjatuhkan putusan sela atas adanya
keberatan dari terdakwa/penasihat hukum, tidak mengurangi hak-hak terdakwa maupun
penuntut umum, bahkan hakim, di dalam keleluasaan memeriksa suatu perkara pidana.
Sebab, hakim pengadilan pidana yang memeriksa dan mengadili perkara yang bersangkutan
dapat melakukan pemeriksaan atas materi perkara besama-sama dengan syarat formil
lainnya, yang kemudian atas perkara tersebut dapat dijatuhkan putusan pada putusan akhir
secara bersamaan. Hal demikian sejalan dengan asas peradilan cepat, sederhana, dan
biaya ringan [vide Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman]. Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas,
telah ternyata ketentuan norma Pasal 143 ayat (3) KUHAP menimbulkan ketidakpastian dan
ketidakadilan hukum. Namun, oleh karena Mahkamah akan memberikan pemaknaan
bersyarat terhadap norma Pasal a quo tidak sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon,
dengan demikian Mahkamah berpendapat dalil permohonan Pemohon beralasan menurut
hukum untuk sebagian.

Berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan
putusan yang amarnya menyatakan:

1. Mengabulkan permohonan Pemaohon untuk sebagian;

2. Menyatakan frasa “batal demi hukum” dalam ketentuan norma Pasal 143 ayat (3)
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun
1981, Nomor 3209), bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara
bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Terhadap surat dakwaan jaksa penuntut umum
yang telah dinyatakan batal atau batal demi hukum oleh hakim dapat diperbaiki dan
diajukan kembali dalam persidangan sebanyak 1 (satu) kali, dan apabila masih diajukan
keberatan oleh terdakwa/penasihat hukum, hakim langsung memeriksa,
mempertimbangkan, dan memutusnya bersama-sama dengan materi pokok perkara
dalam putusan akhir”;

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia
sebagaimana mestinya.



